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Abstract 

This research raises the question of Japan's foreign policy changes from idealist pacifism 
to proactive pacifism. Researchers take the perspective of the individual role of political leaders 
associated with the many analyzes that say that the Japanese foreign policy changes are due to 
the existence of external factors that influence it. Yet in retrospect, this change in Japanese foreign 
policy is largely due to the individual role of the influential political leader at the time. Therefore, 
this study focuses on one problem formulation: how does the idiosyncratic Abe have an impact on 
the change of Japanese foreign policy from idealist pacifism to proactive pacifism? The 
idiosyncratic in this regard is related to how Japanese Prime Minister Shinzo Abe as a political 
leader gave his influence in bringing about changes for Japan's foreign policy. The theoretical 
framework of this research covers the theories related to the basic conception of Japanese foreign 
policy which in its history has changed. In this study, researchers analyzed using an idiosyncratic 
theoretical framework that explains the personal characteristics of a leader in making a decision. 
The next framework is the theory related to foreign policy changes. Researchers use this theory to 
explain the behavior of foreign policy by using the personal characteristics of political leaders. 
Finally, using such a gradual theoretical framework, the understanding of Japan's foreign policy 
changes has its own significance in studying the role of individuals associated with decision 
makers in foreign policy. 

Keywords: Idiosyncratic, Prime Minister Shinzo Abe, Foreign Policy of Japan, Foreign Policy 
Changes, Idealist Pacifism, Proactive Pacifism 

Abstrak 

 Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai perubahan kebijakan luar negeri 
Jepang dari pasifisme idealis menjadi pasifisme proaktif. Peneliti mengambil sudut pandang 
peran individu yakni pemimpin politik terkait dengan banyaknya analisis yang mengatakan 
bahwa perubahan kebijakan luar negeri Jepang ini dikarenakan oleh adanya faktor eksternal 
yang mempengaruhinya. Padahal jika ditinjau ulang, perubahan kebijaan luar negeri Jepang ini 
sebagian besar dikarenakan oleh peran individu dari pemimpin politik pada saat itu yang 
berpengaruh. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada satu rumusan masalah yaitu 
bagaimana idiosinkratik Abe membawa pengaruh pada perubahan kebijakan luar negeri Jepang 
dari pasifisme idealis menjadi pasifisme proaktif? Idiosinkratik dalam hal ini terkait dengan 
bagaimana Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe sebagai seorang pemimpin politik memberikan 
pengaruhnya dalam membawa perubahan bagi kebijakan luar negeri Jepang. Kerangka teoritik 
penelitian ini meliputi teori-teori yang terkait dengan konsepsi dasar mengenai kebijakan luar 
negeri Jepang yang dalam sejarahnya mengalami perubahan. Pada penelitian ini, peneliti 
menganalisis menggunakan kerangka teoritik idiosinkratik yang menjelaskan mengenai 
karakteristik pribadi seorang pemimpin dalam membuat suatu keputusan. Kerangka berikutnya 
adalah teori yang terkait dengan perubahan kebijakan luar negeri. Peneliti menggunakan teori 
ini untuk menjelaskan mengenai perilaku kebijakan luar negeri dengan menggunakan 
karakteristik pribadi para pemimpin politik. Akhirnya, dengan menggunakan kerangka teori 
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secara bertahap seperti itu, pemahaman mengenai perubahan kebijakan luar negeri Jepang 
memiliki arti penting tersendiri dalam mengkaji mengenai peran individu yang dikaitkan 
dengan pembuat suatu keputusan dalam kebijakan luar negeri. 

Kata Kunci: Idiosinkratik, Perdana Menteri Shinzo Abe, Kebijakan Luar Negeri Jepang, 
Perubahan Kebijakan Luar Negeri, Pasifisme Idealis, Pasifisme Proaktif. 

Pendahuluan 

Kebijakan pasifisme Jepang telah 
ada ketika berakhirnya Perang Dunia II 
yang merupakan saat di mana kondisi 
Jepang mengalami keterpurukan. 
Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia 
II, yakni di bulan Agustus 1945 
disebabkan oleh kekurangan kekuasaan, 
atau yang lebih penting lagi adalah 
kekuatan militer (Koseki, t.t.). Pada 
tahun 1947, konstitusi Jepang yang telah 
berlaku dimaksudkan untuk mencegah 
jenis kepemimpinan militeristik yang 
membuat Jepang suka berperang pada 
pertengahan abad ke-20. Konstitusi 
tersebut menjamin hak-hak rakyat dalam 
sebuah pernyataan yang serupa dengan 
Bill of Rights Amerika Serikat (Stefoff, 
1988). Sejak tahun 1947, Jepang telah 
menciptakan kekuatan pertahanan 
militer sebanyak 245.000 orang. Namun, 
perannya sangat terbatas untuk membela 
Jepang dalam kasus serangan. Hal ini 
dikarenakan adanya larangan oleh 
hukum dari segala jenis tindakan di luar 
negeri. Dengan ini, Jepang telah 
memutuskan untuk tidak 
mengembangkan senjata nuklir atau 
untuk menjual senjata apapun ke negara-
negara lain (Stefoff, 1988). 

Pasca kalahnya Jepang dalam 
Perang Dunia II, Jepang memberlakukan 
apa yang disebut sebagai undang-undang 
perdamaian. Konstitusi tersebut sangat 
membatasi penggunaan kekuatan 
Jepang, memindahkan negara tersebut 
pada peran militer minimal di dunia 
(Izumikawa, 2010). Jepang mulai 
mengeluarkan konstitusi baru yang 
berisi pasal-pasal mengenai pertahanan. 
Pada Pasal 9 konstitusi tersebut 
menyatakan bahwa orang Jepang 
selamanya meninggalkan perang sebagai 
hak kedaulatan bangsa dan ancaman 
atau penggunaan kekuatan sebagai alat 
untuk menyelesaikan sengketa 
internasional. Selain itu, konstitusi 

tersebut menetapkan bahwa darat, laut, 
dan angkatan udara, serta potensi perang 
lainnya tidak akan dipertahankan. Hal 
ini dikarenakan adanya kerangka hukum 
yang menjadi dasar pasifisme Jepang 
pasca perang (Sebok, 2013). Pasifisme 
dimaksudkan menyangkal adanya peran 
yang berarti bagi militer dan penggunaan 
kekuatan sebagai sarana untuk mengejar 
kepentingan nasional negara. Dalam 
konteks politik Jepang pasca perang, 
pasifisme mendukung pelucutan senjata 
Jepang yang lengkap, netralitas antara 
blok Barat dan komunis, dan 
penghapusan aliansi Amerika Serikat-
Jepang. Mereka juga sangat mendukung 
hambatan hukum terhadap penggunaan 
militer Jepang (Izumikawa, 2010).  

Abe dengan ini mulai membentuk 
kebijakan luar negeri di bawah spanduk 
pasifisme proaktif yang 
menggarisbawahi pergeseran 
berkelanjutan dalam kebijakan 
keamanan dan pertahanan Jepang. Pada 
kebijakan saat ini, Jepang bertujuan 
untuk memperkuat pencegahan militer 
dan memperkuat aliansi keamanan 
dengan Amerika Serikat. Hal ini 
merupakan pendorong domestik yang 
penting bagi kebijakan Abe. 
Pemerintahan Abe telah merebut 
momentum yang disebabkan oleh 
perubahan dinamika kekuatan regional 
dengan melepaskan diri dari rezim pasca 
perang yang dilambangkan dengan 
aspirasi untuk merevisi konstitusi 
(Gaens, 2014). Perubahan kebijakan 
pada masa pemerintahan Abe ini terlihat 
pada proses Jepang yang mulai 
menghidupkan kembali identitas 
nasional dan kehadiran internasionalnya 
dalam mengamanatkan pemblokiran 
sistematis terhadap hambatan struktural 
masa lalu dan hambatan eksternal. 
Tujuan revisionis utama bagi Abe dan 
para pendukungnya adalah untuk 
mengatasi revisi Konstitusi 1946 yang 
dianggap asing bagi tradisi politik 
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Jepang. Secara psikologis dan praktis, 
hal ini dipandang dapat membatasi 
ambisi nasional pada Pasal 9 Konstitusi 
yang disebut sebagai penyebab pasifisme 
(Hughes, 2015). 

Level Analsis Individu dan 
Perubahan Kebijakan Luar Negeri 

A. Level Analisis Individu 

Penulis menganalisis kebijakan luar 
negeri Jepang dengan menggunakan 
level analisis individu. Pada level analisis 
ini, penulis menggunakan teori 
ideosinkratik dalam menjelaskannya. 
Teori idiosinkratik menekankan pada 
karakteristik yang dimiliki oleh seorang 
individu dalam membuat suatu 
keputusan. Pada teori ini menekankan 
individu sebagai pengambil keputusan 
memiliki pengaruh yang sangat kuat 
dalam proses pembuatan kebijakan. 
Pembuat kebijakan luar negeri suatu 

negara berkaitan dengan karakteristik 
pribadi para pemimpin politik yang 
membawa pengaruh besar. Pemimpin 
politik dapat mempengaruhi pemerintah 
mereka menuju agresif atau menuju 
hubungan damai dengan negara lain 
(Hermann, 1980). Individu dapat 
dikaitkan dengan adanya motivasi dari 
individu tersebut dalam lingkungan 
politik atau kebijakan di sekitarnya 
dimana mereka membutuhkan informasi 
untuk membuat suatu keputusan 
(Preston, 2006). Individu dalam 
mengambil suatu keputusan ini dapat 
dilihat dari kepribadiannya yakni gaya 
kepemimpinan politik, penggunaan 
penasihat, dan pola pemrosesan 
informasi dalam kelompok keputusan 
mereka (Preston, 2006). Berikut 
terdapat bagan yang menjelaskan 
mengenai pandangan pemimpin politik 
yang dapat merubah kebijakan luar 
negeri suatu negara. 

 

Bagan 1: Sintesis Kerangka Berpikir 

 

Sumber: Jerrold M Post, Margaret G. Hermann, dan Peter Suedfeld et al dalam Jerrold M Post, 
The Psychological Assessment of Political Leaders, (USA: The University of Michigan Press, 

2006)

Bagan diatas menjelaskan 
mengenai analisa ideosinkratik seorang 
pemimpin dalam mengambil suatu 
kebijakan, terdapat tiga assesment yang 
ada, antara lain: personality assesment, 
trait analysis, dan cognitive analysis. 
Ketiga assesment tersebut mengarah 
pada adanya political personality profile, 
leadership style, dan decision making 
style. Pada personality assesment 

terdapat political personality profile 
dimana dikembangkan untuk 
memberikan pembuat kebijakan dengan 
gambaran psikologis yang menyeluruh. 
Tidak hanya menggambarkan perjalanan 
hidup seorang pemimpin yang 
membentuk sikap inti, tetapi juga 
menentukan aspek-aspek tertentu dari 
perilaku kepemimpinan tertama yang 
relevan dengan pembuat kebijakan yang 
berurusan dengan pemimpin (Hermann, 

Political 

Leader 

Personality 

Assesment 

Trait 

Analysis 

Political 

Personality 

Profile 

Decision 

Making Style 

Point of 

View 

Cognitive 

Analysis 

Leadership 

Style 

Foreign 

Policy 

Change 



Pengaruh idiosinkratik shinzo abe 

61                                                                                                                            Jurnal Analisis Hubungan 

Internasional, Vol. 7 No. 3, desember 2018 

2006). Terdapat empat tipe dalam 
personality types of political leaders, 
antara lain: ego-defense, narcissist, 
obsessive-compulsive, dan paranoid 
personality (Post, 2006).  

Pada trait analysis ini, apabila 
pemimpin dalam menanggapi 
pertanyaan pewawancara, maka dapat 
menunjukkan kata dan frasa tertentu 
yang mereka gunakan. Hal ini digunakan 
untuk menilai apakah pemimpin 
tersebut tinggi atau rendah pada suatu 
sifat (Hermann, 2006). Dalam trait 
abalysis terdapat Leadership style yang 
berguna dalam mengamankan 
keberhasilan politik pemimpin. Hal ini 
juga digunakan pemimpin untuk dapat 
berhubungan dengan orang-orang 
disekitar mereka, seperti apakah mereka 
konstituen, penasihat, dan bagaimana 
mereka menyusun interaksi dan aturan-
aturan yang mereka gunakan (Hermann, 
2006). Selanjutnya, Cognitive analysis 
merupakan pendekatan analisis yang 
tidak dapat dipelajari secara teliti karena 
bersifat internal sehingga agak sulit 
dilakukan melalui observasi langsung 
(Post, 2006). Pada cognitive analysis 
terdapat decision making style yang 
merupakan implikasi dari leadership 
style dimana kepemimpinan seseorang 
ini dapat dilihat dari cara seseorang 
tersebut dalam membuat keputusan yang 
dinamakan sebagai decision making 
style. Terdapat dua karakteristik dalam 

menganalisis mengenai decision making 
style, yaitu situational characteristics dan 
problem characteristics (Post, 2006). 

B. Perubahan Kebijakan Luar 
Negeri 

Penelitian terkait penyebab 
perubahan kebijakan luar negeri 
merupakan hal yang penting dalam 
memahami bagaimana kebijakan luar 
negeri tersebut ditetapkan di suatu 
negara. Kebijakan luar negeri bukanlah 
merupakan suatu hal yang statis, namun 
cenderung berubah untuk mencapai 
tujuannya. Secara umum, perubahan 
kebijakan luar negeri disebabkan oleh 
beberapa hal, yakni: pertama, perubahan 
yang dihasilkan dari perubahan rezim 
atau transformasi negara. Perubahan ini 
dapat terjadi terkait dengan perubahan 
sistem politik pada saat itu (Hermann, 
1990). Kedua, perubahan terjadi ketika 
pemerintah memutuskan untuk 
mendorong arah kebijakan luar negeri ke 
arah yang berbeda. Hal ini terjadi ketika 
pemerintah memiliki kekuasaan untuk 
dapat mengubah arah kebijakan yang 
ada. Pada dasarnya ini lebih mengarah 
kepada mengoreksi diri dari kebijakan 
yang telah ada sebelumnya (Hermann, 
1990). Berikut terdapat bagan yang 
menjelaskan mengenai dinamika 
penyebab perubahan kebijakan luar 
negeri.
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Bagan 2: Dinamika Kasual Perubahan Kebijakan Luar Negeri 

 

Sumber: Jakob Gustavsson, The Politics of Foreign Policy Change Explaining The Swedish 
Reorientation On EC Membership, 1999, hlm. 25.

 Bagan diatas menjelaskan 
mengenai dinamika penyebab 
perubahan kebijakan luar negeri beserta 
faktor internasional dan domestik yang 
mempengaruhi suatu individu dalam 
mengambil keputusan. Individu 
memiliki pengaruh yang sangat besar 
dalam membuat suatu keputusan 
mengenai kebijakan luar negeri. Hasil 
dari proses pembuat keputusan oleh 
individu ini didasarkan pada tipologi 
perubahan kebijakan luar negeri 
Hermann, yakni Adjustment Changes, 
Program Changes, Problem/Goal 
Changes, dan International Orientation 
Changes (Hermann, 1990). Pertama, 
Adjustment Changes yaitu perubahan 
penyesuaian dimana perubahan tersebut 
terjadi pada tingkat usaha lebih besar 
atau lebih kecil dan dalam lingkup 
penerima. Perubahan tersebut seperti 
halnya apa yang dilakukan, bagaimana 
hal itu dilakukan, dan tujuan yang 
dilakukannya tetap tidak berubah 
(Hermann, 1990). Kedua, Program 
Changes yaitu perubahan program 
dimana perubahan dilakukan dengan 
metode atau cara yang tujuannya atau 
permasalahannya ditangani. Perubahan 

yang dimaksud seperti halnya perubahan 
apa yang dilakukan dan bagaimana 
perubahan itu dilakukan, namun tujuan 
yang dilakukan tetap tidak berubah 
(Hermann, 1990). 

 Ketiga, Problem/Goal Changes 
yaitu masalah atau perubahan sasaran 
dimana terdapat masalah awal atau 
tujuan yang akan dicapai yang membuat 
kebijakan tersebut diganti atau 
dibatalkan. Dalam perubahan kebijakan 
luar negeri pada model ini adalah 
tujuannya sendiri yang diganti. Dengan 
kata lain, terdapat tujuan awal yang tidak 
sesuai hingga membuat akar dari suatu 
masalah. Akibatnya, hal ini membawa 
perubahan pada kebijakan luar 
negerinya (Hermann, 1990). Kemudian 
keempat, International Orientation 
Changes yaitu perubahan orientasi 
internasional dimana pada model ini 
merupakan bentuk perubahan kebijakan 
luar negeri yang paling ekstrim. 
International Orientation Changes ini 
melibatkan pergeseran yang mendasar 
dalam peran dan aktivitas aktor 
internasional. Hal ini terlihat pada bukan 
hanya satu kebijakan saja, melainkan 
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banyak yang kurang atau lebih secara 
bersamaan berubah (Hermann, 1990). 
Selanjutnya, peran adanya umpan balik 
adalah untuk mengilustrasikan 
bagaimana perubahan yang terjadi dapat 
memberi umpan balik sebagai input. 
Ketika perubahan terjadi, hal tersebut 
mempengaruhi faktor internasional 
maupun domesik yang dijadikan sebagai 
masukan untuk perubahan kebijakan 
luar negeri selanjutnya (Gustavsson, 
1998). 

Latar Belakang Kehidupan Shinzo 
Abe 

Abe lahir pada tanggal 21 
September 1954 di Tokyo, Jepang. 
Namun, kediaman keluarga Shinzo Abe 
berada di Nagato, Prefektur Yamaguchi 
dan hidup disana selama beberapa 
generasi (The Famous People, t.t.). 
Lahirnya Abe di Tokyo secara jelas bahwa 
Abe berkebangsaan Jepang. Lalu, Abe 
beragama Shinto, Buddhisme yang turun 
temurun dari keluarganya. Abe 
merupakan putra kedua dengan saudara 
yang bernama Hironobu Abe dan Nobuo 
Kishi (The Famous People, t.t.). Ayah Abe 
bernama Shintaro Abe yang merupakan 
Menteri Luar Negeri Jepang pasca 
perang terlama di Jepang yakni dari 
tahun 1982 hingga 1986 dan merupakan 
anggota terkemuka Liberal Democratic 
Party atau LDP. Ibu Abe bernama Yoko 
Kishi yang merupakan putri dari 
Nobosuke Kishi, mantan Perdana 
Menteri Jepang (The Famous People, 
t.t.). Abe terlahir dalam keluarga politik 
dimana keluarganya berakar dalam 
politik Jepang di kedua sisi, yakni 
paternal dan maternal. Abe memiliki 
paman yang bernama Eisuke Sato yang 
merupakan Perdana Menteri Jepang dari 
tahun 1964 hingga 1972 dan juga 
penerima Hadiah Nobel Perdamaian 
(CNN, 2017). 

 Keluarga politik lainnya yakni 
kakek dari ibunya yang bernama 
Nobusuke Kishi merupakan pemimpin 
militer utama selama Perang Dunia II 
dan sebagai penasihat Jenderal Hideki 
Tojo. Dahulunya, Nobusuke Kishi adalah 
seorang tawanan perang Amerika selama 

tiga tahun kemudian dibebaskan pada 
tahun 1948. Sebagai tawanan Amerika, 
Kishi kemudian mendukung kebijakan 
luar negeri Amerika dan sangat pro-
Amerika ketika dia berusaha untuk 
membangun kembali militer Jepang 
dengan berpacu pada Amerika. Setelah 
menjadi tawanan perang Amerika, Kishi 
kemudian menjadi Perdana Menteri 
Jepang dari tahun 1957 hingga 1960 
(Wiseman et al, 2006). Semasa Kecilnya, 
Abe dibesarkan di lingkungan dimana 
ayahnya sebagian besar jauh dari rumah 
karena pekerjaannya sebagai wartawan 
dan politisi. Semenjak ayah Abe selalu 
mengerjakan pekerjaannya di luar 
rumah, kakek Abe yang bernama Kishi 
Nobusuke lah yang telah merawat dan 
mengasuh Abe sejak kecil (Edström, 
2007). Hingga pemikiran Abe kini 
dipengaruhi oleh pemikiran politik 
kakeknya tersebut. 

 Pendidikan Abe bermula dari 
kelas satu hingga universitas melalui 
Seikei Gakuen School System. Pada 
mulanya, Abe memulai sekolah dasar di 
Seikei Elementary School dan kemudian 
berlanjut ke Seikei Junior High School 
dan Seikei High School. Kemudian, ia 
mendaftar di Seikei University untuk 
mempelajari ilmu politik (The Famous 
People, t.t.) Hingga pada akhirnya, Abe 
lulus pada tahun 1977. Pendidikan Abe 
selama sekolah di Seikei Gakuen School 
System ini adalah sekolah yang dipandu 
oleh filosofi liberalisme dan 
individualisme (Edström, 2007). Setelah 
lulus dari universitasnya, Abe kemudian 
mempelajari kebijakan publik di USC Sol 
Price School of Public Policy, California 
Selatan. Ia mengikuti jejak dari perdana 
menteri Jepang sebelumnya yakni Miki 
Takeo sebagai perdana menteri dari 
tahun 1974 hingga 1976, yang 
mempelajari bidang politik di universitas 
yang sama sebelum ia memasuki dunia 
politik (Edström, 2007).  

 Abe memulai karir politiknya 
setelah ia kembali dari studi di 
Universitas California Selatan untuk 
bergabung dengan profesi keluarga dan 
memasuki dunia politik. Abe bergabung 
dengan Kobe Steel pada bulan April 1979. 
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Pada tahun 1982, Abe meninggalkan 
Kobe Steel dan bergabung dengan politik 
secara penuh (Chambers, 2017). Abe 
kemudian memasuki dunia perpolitikan 
untuk dapat meggantikan ayahnya. Pada 
Upper House Election di tahun 1993, Abe 
terpilih menjadi anggota Dewan 
Perwakilan Jepang dengan jumlah suara 
yang tinggi (Hays, 2016). Kemudian ia 
juga mencalonkan diri untuk LDP di 
Konstituensi ayahnya di Prefektur 
Yamaguchi (The Japan Times, 2006). 
Pada tahun 1999, Abe menjadi direktur 
Komite Kesehatan dan Kesejahteraan 
dan juga direktur Divisi Urusan Sosial di 
LDP (CNN, 2017).  Karir politik Abe 
semakin terlihat pada saat bulan Juli 
2000 ia ditugaskan ketika Mori Yoshiro 
menjabat sebagai perdana menteri pada 
tahun 2000 hingga 2001 kemudian 
mengangkat Abe sebagai wakil ketua 
sekretaris kabinet di kabinetnya yang 
kedua. Abe membentuk kebinet 
pertamanya pada April 2001 ketika pada 
saat itu Koizumi Junichiro menjadi 
perdana menteri (Edström, 2007).  

 Setelah kemenangan 
gemilangnya dalam pemilihan presiden 
dan LDP yang berkuasa, Koizumi 
menjadikan Abe sebagai wakil ketua 
sekretaris kabinet. Pada tahun 2003, Abe 
mendapatkan pekerjaan sebagai 
sekretaris jenderal LDP yang 
membuatnya memiliki banyak peluang 
dan kesempatan sebagai seorang politisi 
dengan ambisinya untuk 
mempromosikan karirnya sendiri 
(Edström, 2007). Koizumi melihat 
adanya kepuasan terhadap kinerja Abe 
ini kemudian memberinya jabatan 
menteri pertamanya pada tahun 2005 
sebagai sekretaris kabinet (Edström, 
2007). Penunjukkan ini menjadikan 
tanda bahwasannya Abe sebagai 
kandidat yang kuat dan tidak tertandingi. 
Hingga Koizumi melihat Abe dapat 
menggantikan posisi dirinya ketika ia 
mengundurkan diri. Abe secara jelas 
digambarkan di media sebagai pangeran 
mahkota politik yang akan datang untuk 
menggantikan Koizumi sebagai perdana 
menteri Jepang pada waktu itu 
(Edström, 2007).   

 Abe terpilih sebagai presiden 
LDP pada 20 September 2006. 
Pemilihan untuk jabatan Perdana 
Menteri diadakan enam hari kemudian 
pada 26 September. Abe memenangkan 
pemilihan ini dengan mayoritas yang adil 
ketika ia pada saat itu baru berusia 52 
tahun (The Famous People, t.t.). Pada 
bulan Maret 2007, ia mengajukan RUU 
yang bertujuan untuk mempromosikan 
nasionalisme dan cinta bagi negara. Abe 
juga berusaha untuk menjaga hubungan 
baik dengan negara-negara lain, 
khususnya Amerika Serikat. Abe 
berusaha untuk mengambil beberapa 
langkah dalam memperkuat pertahanan 
negara. Seperti misalnya, Badan 
Pertahanan yang ditingkatkan ke status 
militer penuh (The Famous People, t.t). 
Popularitas Abe kian memikat ketika di 
pertengahan tahun 2007, 
pemerintahannya terlibat dalam skandal 
keuangan. Hingga, pada pertengahan 
bulan September 2007, Abe 
mengundurkan diri sebagai Perdana 
Menteri beberapa hari setelah ia 
menyebut dirinya sebagai fighting 
politician. Kegagalan tersebut 
digunakannya untuk memenangkan 
dukungan untuk misi pengisian bahan 
bakar MSDF (Hays, 2016).  

 Presiden LDP, Abe terpilih lagi 
sebagai perdana menteri dalam Diet 
pada tanggal 26 Desember 2012. Sepuluh 
hari setelah kemenangan mutlak 
partainya, Abe menjadi Perdana Menteri 
ke-96 di negara itu dan pemimpin kedua 
setelah Perang Dunia II (Hays, 2016). 
Kembalinya Abe sebagai Perdana 
Menteri ini mengambil alih sebuah 
negara yang sedang menghadapi 
masalah. Seperti halnya utang nasional 
yang membengkak, defisit perdagangan 
yang berkembang, dan populasi yang 
menua dengan cepat. Kembalinya Abe 
sebagai perdana menteri tidak hanya 
membawa perubahan pada perbaikan 
ekonomi saja, melainkan juga pada 
kebijakan militernya. Abe meminta 
untuk mengadopsi hukum baru dari 
konstitusi yang mencabut perang, hingga 
hal ini memungkinkan militer Jepang 
semakin diperluas. Perubahan tersebut 
memungkinkan pasukan Jepang untuk 
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memainkan peran yang lebih besar 
dalam operasi pemeliharaan perdamaian 
PBB (Fackler, 2014). Abe menyebutkan 
adanya kebijakan pasifisme proaktif, 
yakni bahwa militer yang lebih kuat akan 
membantu memastikan perdamaian 
dengan memungkinkan Jepang untuk 
mempertahankan dirinya dan 
berkontribusi pada stabilitas regional 
(Fackler, 2014). 

Pandangan Shinzo Abe Terhadap 
pasifisme Idealis Hingga 
Terbentuknya Pasifisme Proaktif 

Pasca Perang Dunia II, konsep 
mengenai pasifisme merupakan solusi 
terbaik untuk mengatasi masa lalu. Bagi 
penganut cinta damai menekankan pada 
anti-militer radikal dan keyakinan anti-
nuklir untuk membuat terobosan yang 
penting dalam sejarah Jepang. 
Penggunaan pasifisme ini berfokus pada 
semua korban kekerasan perang dan 
ancaman nuklir, serta penderitaan 
manusia dan ketidakamanan manusia 
yang ditempa oleh aksi militer 
(Hashimoto, 2016). Pasifisme yakni 
menyangkal peran yang berarti bagi 
militer dan penggunaan kekuatan 
sebagai sarana untuk mengejar 
kepentingan nasional suatu negara. 
Dalam konteks politik Jepang pasca 
perang, para pasifis mendukung adanya 
pelucutan senjata Jepang secara penuh, 
netralitas antara blok Barat dan 
Komunis, serta penghapusan aliansi AS-
Jepang. Para pasifis juga sangat 
mendukung batasan hukum tentang 
penggunaan kekuatan militer Jepang. 
Hingga pada akhir tahun 1940, mulai 
munculnya pasifisme idealis dengan 
keengganan untuk melawan perang yang 
tidak masuk akal (Izumikawa, 2010). 
Pasifisme idealis ini sebagai upaya agar 
Jepang tidak lagi dapat menggunakan 
kekuatan militernya.  

 Komitmen negara untuk 
pasifisme berawal sejak tahun 1947, 
yakni ketika Jepang menuliskan Pasal 9 
ke dalam konstitusi Jepang. Undang-
undang tersebut berbunyi, yakni: 
bercita-cita tulus untuk perdamaian 
internasional berdasarkan keadilan dan 

ketertiban, orang Jepang selamanya 
meninggalkan perang sebagai hak 
kedaulatan bangsa dan ancaman atau 
penggunaan kekuatan sebagai sarana 
menyelesaikan perselisihan 
internasional. Kedua, untuk mencapai 
tujuan, konstitusi tersebut menetapkan 
bahwa tanah, laut, dan angkatan udara, 
serta potensi perang lainnya, tidak akan 
pernah dipertahankan. Hak istimewa 
negara tidak akan diakui (Nuwer, 2014). 
Kebijakan pertahanan Jepang tidak 
hanya dibatasi oleh Konstitusi, tetapi 
juga oleh sikap yang tertanam dalam 
budaya politiknya yakni oleh trauma 
yang disebabkan pada Perang Dunia II. 
Sikap yang tertanam tersebut 
memperkuat ketentuan Konstitusi yang 
antimiliter (Wilborn, 1994). Pada tahun 
1950, Self-Defence Forces atau SDF 
didirikan, dengan dukungan AS tetapi 
dengan latar belakang perasaan nasional 
yang kuat melawan militerisasi (Mason, 
2016). Jepang hanya mempertahankan 
SDF sebagai misi yang telah melindungi 
daratan Jepang. Adanya mandat 
pasifisme idealis tersebut membuat 
angkatan laut dan angatan udara SDF 
menghadapi beberapa kendala seperti 
misalnya, angkatan laut tidak diizinkan 
memiliki kapal selam nuklir atau kapal 
induk, yang dianggap sebagai senjata 
ofensif (Teslik, 2006). Meskipun 
banyaknya personel yang ada dari 
angkatan darat, laut, dan udara, namun 
peranannya sangat terbatas hanya untuk 
melindungi Jepang dalam kasus 
serangan (Stefoff, 1988).  

 Pada sebuah wawancara, Abe 
menyarankan amandemen Pasal 9 untuk 
menetapkan keberadaan self-defense 
force sebagai bagian untuk memperjelas 
konstitusional mereka. Pada Februari 
2013, di Washington, Abe menyatakan 
bahwa Jepang kembali dan ia 
menekankan bahwa Tokyo harus tetap 
menjadi penjaga global dan maritim di 
berbagai bidang seperti perdagangan, 
investasi dan lingkungan, dan akan 
bekerja sama dengan demokrasi lain di 
seluruh wilayah Asia Pasifik (IISS, 2016). 
Kembalinya Jepang ini membawa 
perubahan dengan diperkenalkannya 
pasifisme proaktif. Kebijakan pasifisme 
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proaktif secara jelas berasal dari 
pengalaman masa lalu Jepang di PBB. 
Munculnya pasifisme proaktif ini sebagai 
bagian dari hubungan Jepang dengan 
PBB serta sebagai alat kembalinya 
militerisme Jepang (Matsuoka, 2016). 
Hingga pada 17 Desember 2013, gagasan 
mengenai pasifisme proaktif telah 
disetujui oleh Kabinet mengeni adanya 
National Security Strategy atau NSS 
pertama Jepang bersama dengan 
National Defense Program Guidelines 
atau NDPG yang baru. Gagasan tersebut 
berkontribusi untuk perdamaian 
berdasarkan prinsip kerjasama 
internasional sebagai bagian dari 
prinsip-prinsip dasar diplomasi Jepang 
dan kebijakan keamanan nasional masa 
depan.  

 Konsep negara pasifisme yang 
proaktif ini adalah mewujudkan cita-cita 
fundamental bagi strategi nasional 
Jepang di abad ke-21. Cita-cita pasifisme 
proaktif juga akan berfungsi sebagai 
deklarasi Jepang bahwa hal itu akan 
memainkan peran dalam menstabilkan 
tatanan dunia. Hal ini tidak hanya 
membawa keuntungan bagi Jepang 
sendiri, namun juga strategi nasional 
Jepang yang signifikan di luar. Pada 
kenyataannya cita-cita sebuah negara 
pasifis yang proaktif sesuai dengan nilai-
nilai kebebasan, demokrasi, hak asasi 
manusia, kemakmuran, dan hal penting 
lainnya (Sakaki, 2015). Dengan 
mengimplementasikan kebijakan pasifis 
proaktif, banyak kalangan analisis yang 
menilai bahwa angkatan laut Jepang 
yang dikenal sebagai Japanese Maritime 
Self-Defense Force, termasuk dalam lima 
besar angkatan laut di dunia. Kyle 
Mizokami sebagai ediotor dari blog 
Japan Security Watch dan kontribusi 
pada US Naval Institute News 
mengatakan hal ini dikarenakan oleh 
aliansi Jepang dengan AS yang 
membuatnya menjadi kekuatan yang 
luar biasa pada tahun 2016. Militer AS 
dan Jepang berlatih bersama setiap hari 
dan ada latihan militer besar di udara, 
darat dan laut hampir setiap minggu 
(Lendon, 2016). Latihan militer yang 
dilakukan dengan AS ini membuat 

Jepang kembali menjadi negara yang tak 
tertandingi pasca Perang Dunia. 

Analisis Idiosinkratik Shinzo Abe 
dan Perubahan Kebijakan Luar 
Negeri Jepang 

A. Idiosinkratik Shinzo Abe 

Idiosinkratik Shinzo Abe 
mengacu pada karakteristik individu 
yang dimiliki oleh seorang pemimpin 
dalam mengambil suatu kebijakan. 
Dalam hal ini, peneliti menganalisis 
mengenai idiosinkratik Abe yang dilihat 
dari kepribadian politik, gaya 
kepemimpinan, dan gaya pembuatan 
keputusannya. Kepribadian politik 
merupakan gambaran psikologis yang 
menyeluruh. Berdasarkan empat tipe 
kepribadian yang terdiri dari ego-
defense, narcissist, obsessive-
compulsive, dan paranoid personality, 
Abe termasuk ke dalam tipe kepribadian 
yang ke-2 yaitu kepribadian narcissist 
atau narsisis yang merupakan individu 
dengan kepercayaan diri yang terlalu 
tinggi (Post, 2006). Tipe kepribadian 
narsisis sesuai dengan kepribadian Abe 
dimana Abe merupakan pemimpin yang 
memiliki percaya diri yang tinggi, ambisi 
yang kuat, serta fantasinya yang 
berlebihan. Seperti halnya, ketika Abe 
menjabat sebagai Perdana Menteri 
dimana Abe selalu memiliki ambisi yang 
tinggi dengan berupaya untuk mengubah 
kebijakan pasifisme idealis Jepang pasca 
perang menjadi pasifisme proaktif 
dengan mulai merevisi konstitusi Pasal 9. 
Kepribadian narsisis memilik 
kepercayaan diri yang sangat berprinsip, 
tetapi dapat mengubah posisi dan 
komitmen dengan cepat pada saat 
keadaan berubah (Post, 2006).  

 Idiosinkratik Shinzo Abe yang 
kedua yaitu gaya kepemimpinan. 
Berdasarkan tujuh dimensi kepribadian 
yang ada, antara lain: keyakinan 
seseorang dapat mempengaruhi atau 
mengendalikan apa yang terjadi, 
kebutuhan akan kekuasaan dan 
pengaruh, kompleksitas konseptual, 
kepercayaan diri, kecenderungan untuk 
fokus pada pemecahan masalah dan 
mencapai sesuatu yang berkaitan dengan 
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ide dan kepekaan orang lain, 
ketidakpercayaan umum atau kecurigaan 
orang lain, dan intensitas dimana 
seseorang memegang bias dalam 
kelompok (Hermann, 2006). 
Berdasarkan analisis mengenai ketujuh 
dimensi kepribadian diatas, dapat 
diketahui kepribadian gaya pemimpin 
yang dimiliki oleh Abe adalah 
incremental. Gaya kepemimpinan 
incremental yakni fokus perhatian pada 
peningkatan ekonomi atau keamanan 
negara bagian dalam langkah untuk 
menghindari rintangan yang pasti akan 
muncul di sepanjang jalan (Hermann, 
2006). Gaya kepemimpinan incremental 
pada Abe terlihat ketika Abe berusaha 
untuk meningkatkan keamanan 
negaranya dengan cara menetapkan 
National Security Strategy atau NSS 
pertama Jepang bersama dengan 
National Defense Program Guidelines 
atau NDPG yang baru. Gagasan tersebut 
berkontribusi untuk perdamaian 
berdasarkan prinsip kerjasama 
internasional sebagai bagian dari 
prinsip-prinsip dasar diplomasi Jepang 
dan kebijakan keamanan nasional masa 
depan. Abe mulai menegaskan bahwa 
Jepang harus menjadi kontributor yang 
lebih proaktif untuk perdamaian 
(Matake, 2014).  

 Idiosinkratik Shinzo Abe yang 
ketiga yaitu gaya pembuat keputusan. 
Berdasarkan kepribadian politik Abe 
yang narsisis dan gaya kepemimpinan 
yang incremental ini berpengaruh 
terhadap gaya pembuat keputusan Abe. 
Terdapat dua karakteristik dalam gaya 
pembuat keputusan, yaitu situational 
characteristic dan problem 
characteristic. Berdasarkan kedua 
karakteristik gaya pembuat keputusan 
tersebut, Abe termasuk ke dalam gaya 
pembuat keputusan situational 
characteristic. Dalam hal ini, terdapat 
adanya pengaruh lingkungan terhadap 
individu dimana individu memproses 
informasi dan konsekuensi perilaku yang 
pada gilirannya mempengaruhi respon 
terhadap kondisi lingkungan tersebut. 
Informasi dan tekanan waktu, persepsi 
ancaman dan risikonya, kelelahan dan 
ketidakastian, konflik dalam kelompok, 

tantangan hingga kehilangan kontrol 
merupakan bagian dari faktor 
lingkungan yang mempengaruhi 
kompleksitas integratif (Matake, 2014). 
Gaya pembuat keputusan siuational 
characteristic Abe ini didasarkan pada 
faktor lingkungan dan sosial yang 
mempengaruhinya, sehingga hal ini 
relevan dengan adanya kompleksitas 
integratif. Termasuk juga dengan adanya 
tekanan, persepsi ancaman, hingga 
keinginan Abe untuk memproyeksikan 
citra tertentu, sifat dan opini yang 
dirasakan dalam melihat situasi. Seperti 
halnya kondisi Jepang pada saat ini di 
mana Jepang memiliki banyak tantangan 
yang muncul dari dalam maupun dari 
luar. 

B. Cara Pandang Abe 

Abe memiliki cara pandang 
tersendiri dalam konteks upaya 
perubahan kebijakan luar negeri Jepang 
dari pasifisme idealis menjadi pasifisme 
proaktif. Berdasarkan tiga pendekatan 
yang telah disebutkan diatas, cara 
pandang Abe yang menginginkan adanya 
perubahan dikarenakan oleh 
kepribadiannya yang narsisis, gaya 
kepemimpinannya yang incremental, 
dan gaya pembuat keputusannya yang 
situational characteristic. Kepribadian 
yang dimiliki Abe tersebut membuatnya 
menilai bahwa pasifisme idealis ini sudah 
tidak layak lagi untuk digunakan oleh 
Jepang. Sehingga, Jepang harusnya 
berkaca dari masa lalu dan maju ke 
depan untuk membawa perubahan pada 
Jepang yang lebih baik. Abe menilai 
bahwa pasifisime proaktif telah menjadi 
solusi untuk mengatasi masa lalu dan 
membawa Jepang yang lebih baik. Abe 
membuat kebijakan pasifisme proaktif 
ini sebagai upayanya untuk dapat 
menjadikan Jepang sebagai negara yang 
lebih baik. Dengan mempromosikan 
konsep ini, Abe secara tegas menolak 
gagasan pasifisme idealis dari era pasca 
perang dan dengan demikian 
membenarkan apa yang dianggapnya 
sebagai pelonggaran yang diperlukan 
dalam hal kendala militer (Sakaki, 2015).  
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Dengan mengadopsi kebijakan pasifisme 
proaktif, maka Jepang dapat menjadi 
negara yang kuat. Hal ini dikarenakan 
adanya peningkatan militer Jepang dan 
fokus kebijakan pasifisme proaktif yang 
terlibat dan berkontribusi aktif terhadap 
perdamaian dunia. Abe memandang 
bahwa konsep negara pasifis yang 
proaktif ini adalah mewujudkan cita-cita 
fundamental bagi strategi nasional 
Jepang di abad ke-21. Cita-cita pasifisme 
proaktif juga akan berfungsi sebagai 
deklarasi Jepang bahwa hal itu akan 
memainkan peran dalam menstabilkan 
tatanan dunia. Hal ini tidak hanya 
membawa keuntungan bagi Jepang 
sendiri, namun juga strategi nasional 
Jepang yang signifikan di luar. Pada 
kenyataannya, cita-cita sebuah negara 
pasifis yang proaktif sesuai dengan nilai-
nilai kebebasan, demokrasi, hak asasi 
manusia, kemakmuran, dan hal penting 
lainnya (Sakaki, 2015). Sehingga, dapat 
dikatakan bahwa pasifisme proaktif ini 
sebagai kebijakan yang telah sesuai 
untuk diterapkan oleh Jepang pada saat 
ini. Hal ini sebagai bagian untuk 
membawa Jepang lebih maju dan dapat 
menyaingi kekuatan negara-negara 
lainnya dalam bidang keamanan dan 
militernya. 

C. Idiosinkratik dan Perubahan 
Kebijakan Luar Negeri 

Pada penelitian ini, peneliti lebih 
memilih tingkat analisis individu dalam 
menganalisis mengenai kebijakan luar 
negeri suatu negara. Hal ini dikarenakan 
peneliti ingin mendapatkan hasil analisis 
yang lebih mendalam mengenai 
idiosinkratik individu dalam kaitannya 
perubahan kebijakan luar negeri yang 
dilakukan. Analisis idiosinkratik adalah 
sesuatu yang penting dalam 
menganalisis mengenai perubahan 
kebijakan luar negeri suatu negara. 
Apabila ingin mengetahui faktor-faktor 
perubahan kebijakan yang terjadi, 
idiosinkratik ini tidak bisa diabaikan. 
Jika hanya menganalisis menggunakan 
tingkat analsis negara maupun sistem, 
maka tidak akan mendapatkan analsis 
yang lebih mendalam. Sehingga, dalam 
menganalisis kebijakan luar negeri suatu 

negara tidak selalu berbicara mengenai 
peran negara, sistem, dan lain 
sebagainya. Hal ini sebagaimana berkaca 
pada kasus Abe dalam melakukan upaya 
perubahan kebijakan luar negeri Jepang 
dari pasifisme idealis menjadi pasifisme 
proaktif. 

Peneliti menganalisis 
idiosinkratik Abe dalam melakukan 
perubahan tersebut mulai dari faktor-
faktor yang mempengaruhinya, seperti 
latar belakang kehidupannya dan 
sebagainya. Dalam menganalisis 
idiosinkratik Abe, peneliti telah 
menemukan bagaimana perubahan 
kebijakan luar negeri tersebut dapat 
terjadi. Peneliti menganalisis secara 
mendalam untuk dapat mengetahui 
kepribadian Abe mulai dari gaya 
kepribadian politik hingga gaya pembuat 
keputusan yang membawa pada 
perubahan kebijakan luar negeri. 
Perubahan tersebut dikarenakan oleh 
faktor individu Abe dengan percaya diri 
dan ambisinya dalam melakukan 
perubahan. Dengan demikian, analisa 
idiosinkratik dalam perubahan kebijakan 
luar negeri menjadi penting adanya 
untuk menemukan alternatif jawaban 
daripada peringkat analisis lainnya. 

Kesimpulan 

Pengaruh idiosinkratik seorang 
pemimpin merupakan hal yang penting 
dalam menganalisis perubahan 
kebijakan luar negeri suatu negara. 
Dapat dikatakan bahwa perubahan 
kebijakan luar negeri Jepang dari 
pasifisme idealis menjadi pasifisme 
proaktif sangatlah dipengaruhi oleh 
faktor idiosinkratik Perdana Menteri 
Shinzo Abe. Faktor-faktor tersebut 
antara lain adalah kepribadian politik, 
gaya kepemimpinan, dan gaya pembuat 
keputusan Abe yang membuatnya untuk 
melakukan perubahan pada kebijakan 
luar negeri Jepang. Kepribadian politik 
Abe yang narcissist terlihat bahwasannya 
Abe memiliki kepercayaan diri yang 
tinggi, ambisi yang kuat, dan fantasi yang 
berlebihan. Gaya kepemimpinan Abe 
yang incremental memiliki fokus 
perhatian pada peningkatan ekonomi 
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atau keamanan negara dalam langkah 
untuk menghindari rintangan yang pasti 
akan muncul di sepanjang masa. Gaya 
kepemimpinan tersebut sesuai dengan 
kepribadian Abe dimana Abe memiliki 
kepribadian yang menghargai adanya 
kendala, terbuka terhadap informasi, 
serta berfokus dalam menghadapi 
ancaman dan memecahkan masalah 
meskipun beberapa situasi tidak muncul 
untuk menawarkan peluang.  

 Gaya pembuat keputusan Abe 
yang situational characteristic 
didasarkan pada faktor lingkungan dan 
faktor sosial yang mempengaruhinya. 
Faktor lingkungan ini dapat dilihat dari 
bagaimana Abe memandang 
sekelilingnya atau lingkungannya untuk 
dapat membuat suatu kebijakan. Abe 

melihat kondisi Jepang di mana Jepang 
harus menjadi negara yang kuat 
mengingat mulai munculnya kekuatan 
China di Asia Timur. Untuk itu, Abe 
membuat suatu keputusan agar dapat 
meningkatkan keamanan Jepang untuk 
dapat bersaing dengan negara 
tetangganya tersebut. Ketiga faktor 
idiosinkratik tersebut kemudian 
membentuk cara pandang Abe terhadap 
kebijakan luar negeri pasifisme idealis 
yang menurutnya perlu diubah. Hal ini 
menyebabkan Abe mengambil keputusan 
membentuk kebijakan luar negeri 
pasifisme yang lebih proaktif. Kebijakan 
pasifisme proaktif ini dinilai Abe sebagai 
kebijakan yang sesuai untuk Jepang. Abe 
membuat kebijakan ini sebagai upayanya 
untuk dapat menjadikan Jepang sebagai 
negara yang lebih baik.  
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